
5. Undang Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014, tenlang Pemerintah 
Dacrah [Lcmbarnn Negara Tahun 2014 Nomor 224, rambahan 
lembaran Negara Numor 4844) Scbagaimana Telah diubah 
Beberapa Kali Teralur Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
2015 Pcrubahan Kedua Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tenta.ng Pcrncrintahan Dacrah; 

4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 teruang Dcsa (Lcmbaran Negara 
I<! Tahun 2014 Nomor7); 

3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004. ientang Pcrimbangan 
Keuangan Antara Pemcrintah Pu sat clan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor J 26, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
4438); 

2. Undang-Unda.ng Nornor 8 Tah un 2013 ten tang Pcmbcntukan 
Daerah. Tentang Pcrnbcntukan Kabupatcn Kolaka Timur 
[Lernbaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 540 I J; 

1. Undang-Unda.ng No :29 Tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan Provmsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nornor 74 
Tambahan lernbaran Negara Nonror 1822j; 

Mcngingat 

c. bahwa bcrdasarkan pcrurnbangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedornan Pcnetapan dan Pcncgasan Batas Desa/Kcturahan di 
Kabu pat cn Kolaka Timur. 

b bahwa untuk penetapan dan periegasan batas dcsa/kclurnhan di 
Kabupatcn Kolaka Timur dipcrlukan Pcdornan Penciapan clan 
Pcncgasan Batas Dcsa/Kclurahun yang diatur dalum Prociuk 
Hukum Daerah; 

Menirnbang : a. bahwa dularn rangka terub adrninistrasi dan kepastian hukurn 
pernerintahan di Kabupaten Kolaka Timur. perlu dilaku kan 
pcnctapan clan pcnegasan batas desa/kelurnhan; 

8UPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RJ\HMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAI\ PENETAPAN DAN PENE<rASAN BATAS DE:SA/KELURAHAN 
DI KABUPATEN KOLJ\KA TIMUR 

TEN TANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR '37 TAHUN 2016 

l:lUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS] SULAWESI TENGGARA 

-------- 



Indonesia. dan bcrada di Kabupatcn Kolaka Timur. 

DaJarn Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan: 
l. Pcrncrintah ad alah Pcmcrinrah Pusut. 
2. Perm-rintah Provinsi adalah Pcmcrintah Prnvinsi Sulawesi Tcnggara, 
3. Dacrah adalah Kabupatcn Kolaka Timur. 
4. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupali dan Pcrangkat Doerah sebagai un sur 

penyclenggara Pcmcrintahan Daeruh, 
5 Bupati adalah Bupati Kabupatcn Kolaka Timur. 
6. Kccamatan adalah wilayah kcrja Camat scbagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
7. Carnal adalah pernimpin dan koordinator pcnyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kcrja Kccamatan yang daJam pelaksanaan rugasnya mernperoleh 
pelimpahan kewenangan perneruuahan dari Bupau u nt uk 111c11ar1gaui ,-.eb<1gi,rn 
uru san oronomi daerah dan mcnyelcnggarakan iugas umum pcmerrntahan. 

8. Desa adalah Dcsa dan Desa adat atau yang disebui dengan nama lain, sclanjutnya 
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mcmiliki batas wilayah 
yang oerwenang untuk mcngatur dan mcngurus urusan pernerintahan, 
kcpentingan rnasyarakat seternpat , berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan,' atau hak tradisional yang di akui dun di hormati dalam sistcm 
pcmer int ahan Nq,;t,r« Kesatuan Repu blik Indonesia. Adat istiadat set ernpat yang di 
,.,1.-,.; rt.,..., rli h.-..,·.....-. .... ti ,..,~l~n'\ c.·;ct.-.T"t'\ t>,-."""r•,«;t"\t<'.\h•-'lr\ l\J,-,.0~1,.~:ca 5(',..u;:~t,,¢in R,:,.n1ll'lli'k ........... ., • .,...,.. ,,.. ••v• "''t""' ,v,...,•• ->•._.,.._..,,. , '•"''"'"""'...,_,. "''-b""'"' • ..., , """". • ''-"t' ~,., .. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATf TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DA?\ 
PENEG1\S/\N BATAS DES/\/KELUR/\HAN DI Ml:lUPATEN 
KOLAKA TIMUR. 

Menetapkan: 

ME~1UTUSK,\N : 

12. Pernturan Mcnteri Dalam Ncgeri No 76 Tahun 2012 tcntang 
Pedoman Penegasan Batas Daer ah; 

11. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang 
Pedornan Adrninistrasi Dcsa. 

Ncgcri Nornor 30 Tahun 2006 ienrang 
Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 

10. Peraturan Mcntcri Dalarn 
Tata Cara Penyerahan 
kcpacla Dcsa: 

9. Peraruran Mcnteri Dalarn Negeri No 27 Tahun 2006 tcntang 
Pcnctapan dan Pcnegasan Ra10s Desa; 

8. Pcraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 teruang rcmbagian 
Urusan Pcmcrintah antara Pcrnerinrah, Perncrintah Daerah 
Provinsi dan Pcmcrintah Dacrah Kabupaien r kcta [Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
:'-iomor 4737); 

7. Pcraturan Pcrnerintah Nnrnor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah Daerah (Lembaran 
Xcgara Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4(.,14): 

u. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 Tcntang Pedoman 
Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah 
[Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor l65, Tumbahan Lcmbaran 
Negara Norn or 4 G9'.I); 

-------- ·--- ~ -- 



Ruang Lingkup Pengaturan dalam Pcramran Flupati ini mencakup: 
a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dcsa/Kelurahan; 
b. Tata C"ra PenetapH.r) dan Pt•negH.s;:.\n R~tR!-. Des::./Kehiral)H.rl~ 

BA£l lll 
RUANO LINGKUP 

l'asal 3 

a. Memberikan dasar hukum bagi pclaksanaan penetapan dan pcnegasan batas 
desa/kelurahan d1 Daerah. 

b. Mcnjadi pcdoman leknis pclaksanaan pc-netapan dan pent'gasan batas 
Oesa/ Kelurahan di Daerah. 

c. Mewujudkan t.ertib administrasi clan kcpastian hukum terhaclap batas wilayah 
Desa/ Kclurahan scbagai bagian dari wilay.ih Dacrah. 

Maksud dan Tujuan Kcgiatan Pcnetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan 
adalah: 

BA£3 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

9. Pemer intahan Desa adalah Pcnyclcnggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pcmcrintah Desa dan Badan Permusvawaratan Desa dalam mengatur dan 
mcngurus kcpcmingan rnasyarakat seternpat berrlasarkan asal usu! dan adat 
istiadat setcmpat yang di akui clan di hormati dalam sistern Pcrnerintahan Negara 
Kesatuan Rcpublik Indonesia. 

I 0. Perncrintah Desa adalah Kepalu Dcsa d:m Pcrungkat Desu scbaga. unsur 
penyclenggara Pemcrintahan Dcsa. 

11. Batas adalah tanda pemisah ant ara Desa yang berscbclahan bark bcrupa bat as 
alarn , maupun bat.as buat an. 

l 2. Batas Alam adalah unsur-unsur alami scpern gunung, sungai, pantai, danau dan 
scbagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa. 

13. Batas Buat an adalah unsur-o nsu r buatan manusia seperti pilar baras, jalan , rel 
kcrcta api. saluran ingasi clan scbagamya yang dinyatakan at au ditctapkan 
scbagai Batas Desa. 

I 4. Batas Dcsa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyclcnggaraan 
urusan pcmeruuahun yang mcnjadi kewenangan suaru desa dengan desa tam. 

15. Penetapan Batas De sa adalah proses pcnctapan Batas De sa secara kartometrik di 
atas suatu peta dasar yang discpakati. 

16. Penegasan Batas Desa adalah proses pclaksanaan di Japangan dcngan 
mcrnbcrikan tanda Batas Dcsa bcrdasarkan hasil penctapan. 

I 7. Pcnataan adalah suatu kcgiatan perbaikan, penyesuaian dan pcnycrnpurnaan 
batas-Batas Desa, 

18. Peta Dasar adalah pcta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan 
rnanusia. yang berada di permukaan burni di gambarkan pada suaru bidang datar 
dengan skala, pcnomoran, proycksi clan gcorefercnsi tertentu. 

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak SWl!U unsur di atas peta dengan jarak 
un su r di rnuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan. 

20. Peta Desa adalah peta yang mcnyajikan scmua unsur Batas Desa yang tclah 
ditcgaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi per airan 
clan transportasi. 

2 I. Peta Batas Desa adalah peta detail yang rncnyajikan koridor batas yallg telah 
ditegaskan scpanjang garis batas. 

22. Prinsip-prin sip Gcodesi adaJah suatu tata cara atau mcrode pengarnbilan data 
ukuran mengguna.kan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mcndarar 
maupun data pengukuran posisi vcrtikal, tcrmasuk metode perhitungan dan 
rnetode penyajian informasi. 

23. Tim Penetapan dan Pcncgasan Batas Dcsa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur 
yang sclanjutnya discbut TPPBD adalah Pclaksana Kegiatan Pcnetapan dan 
Pcncgasan Batas Dcsa/Kclurahan Kabupaten Kolaka Timur. 



(l) Tata cara penetapan Batas Desa/Kelurahan dilakukan mclalui tahapan: 
a. pencllt1ar, dok\1rne1); 

BABV 
TATA CARA PENETAPAN DAN PEN~:GASAN BATAS DESA/ KELURAI-IAN 

Pasal 6 

a. mclak san akan sosialisasi penctapan dan pcncgasan Batas Dcsa/Kclurahan: 
b. meuginventarisasi dasar hukurn tertuhs maupun sumbcr hukum lainnya yang 

bcrkaitan dcngan Batas Desaj Kelurahan; 
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukurn tertulis rnaupun sumber hukum 

lain untuk rnenentukan garis batas sementara diatas pcta; 
c. mcrcncanakan dan rnclaksanakan pcnetapan dan penegasan Batas 

Desa/ Kelur ahan ; 
d. melakukan supcrvisi tckrusj lapangan dalam pcncgasan Batas Desa/Kelurahan; 
f. mcngusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah 

untuk pclaksanaan pcnetapan dan penegasan Batas Dcsa/Keluruhan: 
g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga teknis atau 

instansi terkait; 
h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desn/Kelurahan kcpada 

Bupati. 

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Ke)urahan sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 4 ayat ill mempunyai tugas clan wewenang sebagai berikut: 

Pasal 5 

( l) Untuk rnelaksanakan kegiatan Pcnctapan dan Penegasan Batas 
Dcsa/Kelurahan, dibcntuk Tim Penetapan clan Pcncgasan Batas 
Desa/Kelurahan olch Bupati. 

(2) Tim Penet apan dan Pcnegasan Batas Dcsa/Kclurahan sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1), wajib bcrkoor dinasi dcngan Tun Penegasan Batas 
Daerah. 

(3) Tim Penetapan dan Pencgasan Batas Desa/ Kelurahan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (l), tcrdiri dari u nxu r inst.ansi tcknis terkait yang rerdiri dari: 

I. Sekretari s Daer ah Kabupaien Kolaka Timur- Scbagai Kct u a. 
1 Asisicn Bidang Peme,intahan Sekretarrs Daerah Kabupaten Kolaka Timur 

Sebagai Wakil Ketua. 
J. Badan Pernberdayaan Masyarakat clan Pemerintahan Desa (BPMPDJ 

Kabupatcn Kolaka Timur Sehagai Sckrctaris I. 
·1. Sadan Pcrcncanaan Pcrnbangunan Daerah (Bappeda) Kabupatcn Kolaka 

Timur Scbagai Se-krr-tar'is II. 
5. Dinas Kchutanan Kabupaten Kolaka Timur Scbagai Anggota. 
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota. 
7. 13agian Pemerintahan Sekrerariat Daerah Kabupatcn Kolaka Timur Sebagai 

Anggota. 
~- Bagian Hukurn Sekrctariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Scbagar Anggota. 
9. Camat Sebagai Auggotu di lokasi penctapan dan pencgasan batas 

Desa/Kelurahan. 
(4) Setain unsur instansi tekms terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {31, dapat 

ditarnbahkan unsur dari dinas, insransi dan lembaga lain sesuai kebutuhan. 

BABlV 
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN RATAS DESA/KELURAHAN 

Pasal 4 

c. Pengesahan Batas Desa/Kelurahan; 
d. Mekanisme Pcnyelcsaian Sengketa Batas Dcsa/ Kelurahan: 
c. Pcmbiayaan; 
f. Monitoring dan Evuluasi; dan 
g. Pernbinaan dan Pengawasan. 

-------- ----- 



(IJ Sengketa Batas Dcsa/ Kt>lurahan an tar Desa/Kelurahan dalam satu Kccamaian 
diselesaikan secara rnusyawarah yang di fasilitasi oleh Carnat. 

(21 Sengketo Batas Deser/Kclurahan antar Dcsa/Kclurahan pada Kccarnatan yang 
berbcda diselesaikan secara musyawarah yang di fasilitasi oleh unsur Pemerintah 
Daerah. 

(3) Apabila upaya penyelcsaian scbagaimana di rnaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
tidak tcrcapai, maka penyelcsaiannya di tetapkan olch J:lupati dcngan 
bcrpedornan pada ketcntuan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

(4) Sengketa Batas Desa/Kclurahan antar Desa/Kcluranan pada Kecamatan dan 
Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang di fasilitasi oleh 
u nsur Pernerintah Provinsi. 

BAB Vil 
MEKANISMF: PENYELESAIAN Sl!:NGKETA 

Pasal 10 

[l J Desa/ Kelurahan yang telah mclakukan pcnctapan dan penegasan Batas 
De sa j'Kelu rahan rnernbuat berita acara kesepakatan bersama antar 
Dc:;a/Kclurahan yang berbatasan clan disak sf kan otch Tim Penctapan dan 
Pcncgasan Batas Dcsa/Kelurahan. 

(2) Bcrita acara kesepakatan sebagairnana di maksud pada ayat ( l ). bcscrta larnpiran 
pet a Batas Dcsa/Kelurahan dan dokumen lainnya disarnpaikan kcpada Bupati 
melalui Tim Penetapan dan Pencgasan Baras Desa/Kclurahan. 

(31 Pilar Batas dan Peta Batas Dcsa/Kclurahan yang relah di verifikasi olch Tim 
Penctapan dan Pcnegasan Batas Dcsa/Kclurahan dan diserujui oleh Kepala 
De sa/Kelurahan yang berbatasan scrta di serahkan uruuk mcndapatkan 
pcngcsahan dari Bupati, 

(41 Pengcsahan penetapan dan pcncgasan Batas Desa/Kelurahan sebagairnana 
dimaksu<l pada ayat (3). dituangkan dalam bentuk Pcraturan Bupati. 

BAB VI 
PENGESAHAN l3ATAS DESA/KELURAHAN 

Pasal 9 

Tata Cara Pcnctapan dan Pencgasan Batas Dcsa/Kelurahan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7, secara detail tercanturn dalarn Lampiran yang rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 8 

(1) Tata cara pcncgasan Batas Desay Kelurahan dilakukan mclalui tahapan: 
a. penggunaan dokurnen Pe-nctapan batas , 
b. pciacakau Rat:-ls De:sa/Kclurahan: 
c. pcmasangan pilar Batas Desa/Kelurahan; 
d. periguk u ra n garis Batas OC':«a/Kclurahar1 dan pcnentu an posisi pilar Batus 

Des a/ Kelurah an: dan 
e. pernbuaran Peta Batas Desa/Keiurahan. 

(2) Penegasan Batas Dcsa/Kclurahan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I) di lakukan 
bcrdasarkan prinsip-prinsip gcodcsi. 

(ii) Penegasan Batas Desa/ Kelurahan scbagaimana dimaksud pad a ayat ( l) 
dituangkan dalarn berira acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang 
berbatasan. 

Pasal 7 

b. pcnentuan pcta dasar yang dipakai: dan 
c. dclincusi garis batas sccara kartomerrik di atas pcta dasar. 

(2) Dokurnen scbagaimana dirnaksud pada ayat t l) huruf a. diperoleh 
dari lnsransi yang berwenang. 



b Desa/ Kelu rah an yang t elah mclak san akan proses penctapan dan pcncgasan 
Batas Dcsa/ Kelurahan sesu ai ketenruan yang berlaku namun belurn di 
terbitkan Keputusan Bupati sebagaimana di maksud dalarn Pasal 9 ayat (4), 
d~pRt melanjutkan proses pcnctapan dan pcnegasan Batas Desa/Kelurahan 
bcrdasarkan kctcntuan yang diat ur dalam Peraruran Bupnr i ini. 

f'adn saut Perutu run [3upati ini mulai bcrlaku: 
a. Batas Desa/Kclurahan yang tclah ada sebelurn di tctapkannya Peraturan 

Bu pati ini di nyatakan tetap berlaku dan di akui sebagai batas wilayah 
Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas 
Dcsa/ Kclurahan yang bcrsangkutan. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Desa/Kclurahan yang mcngajukan penerapan dan pcncgasan Batas Desu/Kelurahan 
atas imsi arif Desa/Kclurahan yang ber sangkutan harus mengajukan permohonan 
penet.apan dun penegasan Batas Dcsa/Kelurahan kepada Bupati. 

Pasal 15 

Desa/Kelurahan yang berbutasan dcngan wilayah kabupaten lain. dalam proses 
pcnetapan dan pcnegasan Baras Desa/ Kelurahan, TPPBD wajib berkoordinasi dengan 
Pcrncrintah Dacrah Kabupaten Lain. 

BAB Xl 
KETENTUAN TAMBAHAN 

P;is;t] 14 

(I) Pcmbinaan dan pcngawasan tcrhadap Pcnctapan dan Pcncgasan Batas 
Dcsa/Kclurahan di lakukan olch Bupati. 

('.l) Pembinaan dan pcngawasan sebagairnana dimaksud pad a ayat (I) dilaksanakan 
olch SKPD yang mcmbidangi melalui pernberian pedornan urnum, bimbingan, 
pelatihan dan supvrvisi. 

13AB X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pusal 13 

Monitoring dan evaluasi pclaksanaan kegiatan penetapaan dan penegasan bat as 
desaj kelurahan dilakukan Tim Pcnetapan dan Pcnegasan Batas Dcsa/Kclurahan 

BABIX 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pas,il 12 

Pelaksanaan kcgiatan Pcnetapan dan Penegasan Batas Dcsa/Kclurahan di biayai dari 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa, 
dan surnber lain yang tidak mengikat. 

!:!AB VIII 
PEMOIAYAAN 

Pasal 11 

(5) Persclisihan Batas Desa/Kclurahan antar Desa/ Kclurahan pada Kecamatan dan 
Knbupaten scrta Provinsi yang berbcda, diselcsaikan secara musyawarah yang di 
fasilitasi oleh unsur Pcmerirrtah . 

(6) Apabila upaya pcnyelcsaian scbagaimana dimaksud pada ayat [4) dan ayat (5) 
tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketenruan 
peraturan pcrundang-undangan. 

--------------- 



Pembina. Gol. JV/ a 
Nip. 19800317 200003 I 00 I 

. LLM 

SAMSUL BAHRI MADJID 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOl..'\K.A TIMUR TAHUN 2016 NOMOR ? f 

t t d 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

H. TONY HERBIANSYAH Diundangkan di Tirawura 
Pada Tanggal, ;Lo - (.0 - 20 lo 

t I d 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
pada tanggal J.-o - l U - 2016 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal ditet apkan. 
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya mcngundangkan pcdornan Bupati ini dcngan 
pcnernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

8Al:l XII! 
Kf:TENTlJAN P!;;NUTlJP 

Pasal l 7 

c. De sa/Kelurahan yang tclah melakukan pernasangan pilar Batas 
Desa/Kelurah<1n scsuai kctcruu an yang berlaku, narnun kareria kondisi 
tertcntu pilar baias tidak dapat ducmukan, maka dilaksanakan pclacakan 
kernbali posisi pilar Baras Desaj Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, 
untuk memasang k ernbali pilar Baras Desa/Kelurahan. 




